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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah di Kabupaten Merauke telah mengetahui dan mematuhi 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Objek penelitian ini 
adalah UMKM di Kabupaten Merauke dengan jumlah sampel 9 pelaku UMKM 
yang terdaftar sebagai wajib pajak dan pegawai KPP Merauke. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sebagian besar pelaku UMKM 
telah mengetahui dan mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 walaupun masih ditemukan wajib pajak yang masih terlambat saat 
melakukan pembayaran pajak dan ada pula yang belum patuh karena 
kurangnya informasi dan pemahaman sebagai wajib pajak. Dalam hal kepatuhan 
wajib pajak, diketahui pelaku UMKM tergolong dalam kepatuhan formal yakni 
menjalankan kewajiban administrasi perpajakan namun belum tergolong patuh 
secara materil. 
Kata kunci: UMKM, Kepatuhan  
Abstract:This research aims to find out how micro small and medium enterprises in 
Merauke District have known and obeyed the provisions of government Regulation 
number 23 year 2018. The object of this research is SMES in Merauke Regency with the 
number of samples of 9 SMES listed as taxpayers and employees of KPP Merauke. This 
research uses qualitative methods. The results of the research of most SMES are aware of 
and comply with the provisions of government Regulation Number 23 year 2018 
although still found taxpayers are still late when making tax payments and some are not 
yet obedient due to lack of Information and understanding as taxpayers. In the case of 
taxpayers ' compliance, known SMES actors belong to formal compliance that is carrying 
out the tax administration obligations but not yet legally compliant. 









©copyright 2019 FEB Universitas Musamus 
Under the license MAJ 
 
Musamus Accounting Journal 
2019: 1(2), 89-95 
https://ejournal.unmus.ac.id 
doi: 10.35724 





      Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga 
kemudian pemerintah membuat aturan yang diharapkan mampu menambah 
penerimaan pajak negara. Pajak pada mulanya merupakan upeti (pemberian 
secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat 
dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang 
raja atau penguasa. Namun, dalam perkembangannya kemudian sifat upeti tidak 
lagi hanya untuk kepentingan raja melainkan sudah mengarah kepada 
kepentingan rakyat itu sendiri (Ilyas dan Burton, 2001).  
      Usaha micro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan UMKM, 
beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan masalah perpajakan. UMKM 
umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang 
jumlah modalnya relatif kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas 
dan sumber daya manusia yang lebih dikenal dengan usaha padat karya. UMKM 
merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah mengingat perkembangan 
UMKM yang pesat di Indonesia. UMKM memiliki peran besar dalam 
pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Herman Dkk, 2014).  
      Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk 
memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya pemerintah dimulai melalui 
reformasi Peraturan Perundang-Undangan dibidang perpajakan pada tahun 
1983. Sejak saat itu mulai diberlaukannya self-assesment system dalam 
pemungutan pajak, dimana memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar (Widyaningsih, 2011). 
      Banyak kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 
kinerja perpajakannya, salah satunya adalah pemberlakuan pajak 1% dari omzet 
UMKM sejak 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP 46 Tahun 
2013. Dan baru-baru ini pada tanggal 22 Juni 2018, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) meluncurkan tarif baru Pajak Penghasilan (Pph) Final bagi Usaha 
Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5%. Pemerintah mengajukan alasan kuat 
atas penerapan peraturan pemerintah terbaru ini agar mendorong pelaku 
UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan 
memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM.  
      Pada penelitian terdahulu tentang Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 Pada Usaha Micro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten 
Merauke. Hasil menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM telah mematuhi 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, walaupun masih ada 
ditemukan beberapa Wajib Pajak Usahawan yang masih terlambat saat 
melakukan pembayaran pajak dan ada pula yang belum patuh dengan ketentuan 
aturan tersebut kerena kurangnya pemehaman sebagai Wajib Pajak serta 
kurangnya informasi yang didapatkan (Iriani, 2018)  
      Pemerintah mengeluarkan peraturan pada 1 Juli 2013 dengan menerapkan 
pajak 1% bagi UMKM, peraturan tersebut dituangkan dalam PP 46 tahun 2013. 
Sedangkan perubahan atas ketentuan pengenaan pajak penghasilan PP no 23 
tahun 2018 tentang pajak penghasilan (pph) 0,5% diberlakukan secara efektif per 
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1 Juli 2018. Tujuannya untuk mendorong pelaku UMKM dalam pembayaran 
pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan 
ketahanan ekonomi Indonesia. Di Kota Merauke terdapat banyak sekali UMKM, 
diantaranya UMKM di bidang kuliner (café dan restoran), UMKM di bidang 
Fashion (distro, toko batik, dan salon).  
      Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti ingin 
mengetahui bagaimana UMKM di Kabupaten Merauke telah mengetahui serta 
mematuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan 
dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran 
bruto tertentu merupakan kebijakan pemerintah terbaru untuk mengganti 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang 
mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang dikenai pajak penghasilan ini adalah 
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan 
peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000., dalam 1 tahun 
pajak. peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto semua 
gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. 
      PPh Final 0,5% /pajak UKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang 
mendapatkan penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak 
melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan 
jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik 
pusat maupun cabangnya. Cara menghitung PPh Final / pajak UMKM yang 
terutang dan harus dibayar adalah:  
 
Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018 : 0,5% x Omzet 
 
      Penyetoran dan Pelaporan PPh sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2013 
adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika wajib pajak terlambat 
membayarkan pajaknya maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari omzet 
usahanya. Dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pemilik 
usaha selaku wajib pajak telah melakukan penyetoran dan pelaporannya sebgai 
wajib pajak mandiri.  
      Acuan utama pengertian UMKM mengacu pada Undang-undang UMKM 
Nomor 20 tahun 2008, yaitu 1). Usaha mikro adalah usaha produktif milik 
perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 
mikro, 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, 3). Usaha menengah 
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai aau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 
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kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang, 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjulan 
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 
negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan 
ekonomi di Indonesia. Karakteristik UMKM dilihat dari kelebihan, 1). Daya 
Tahan Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelanjutan 
usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan 
keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adatif dalam menghadapi 
situasi dalam lingkungan usaha, 2). Padat Karya Pada umumnya UMKM yang 
ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses 
produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang 
dimiliki daripada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi, 3). Keahlian 
khusus UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang 
membutuhkan keahlian khusus namun tidak teralalu membutuhkan pendidikan 
formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun temurun, selain 
itu produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan 
teknologi yang sederhana dan murah, 4). Jenis Produk. Produk yang dihasilkan 
UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur yang pada dasarnya 
merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. 
Contohnya kerajinan tangan dari bamboo atau rotan dan ukur-ukiran kayu, 5). 
Keterkaitan dengan sektor pertanian UMKM di Indonesia pada umumnya masih 
bersifat agricultural based karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah 
dalam skala kecil tanpa mengakibatkan biaya produksi meningkatkan. Sumber 
modal dalam usaha kecil berasal dari modal sendiri seperti tabungan sendiri atau 
dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja. 
 
Metode 
      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu 
paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau 
suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk 
narasi. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak khususnya UMKM yang berada di kabupaten merauke 
dengan mengikuti perarturan pemerintah No 23 tahun 2018. Selain itu, dengan 
pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan 
yang dihadapi dalam kegiatan pembayaran pajak. Analisis data yang dilakukan 
menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yakni data reduction, data 
display,dan conclusion drawing/verification. 
 
Hasil Dan Pembahasan 
      Dari hasil wawancara pada informan penelitian serta pegawai pajak KPP 
Pratama Merauke dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak atau pelaku 
UMKM sudah mengetahui adanya peraturan pemerintah terbaru Nomor 23 
Tahun 2018 yang artinya bahwa masih terdapat wajib pajak atau pelaku UMKM 
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yang belum begitu mengetahui pasti tentang penerapan peraturan terbaru 
tersebut. Hal ini dikarenakan wajib pajak tersebut merasa kurangnya sosialisasi 
dan informasi yang beliau dapatkan. Sama halnya telah dijelaskan oleh salah 
satu informa yang merupakan pegawai KPP Pratama Merauke bahwa setiap 
bulannya setelah diberlakukannya pada bulan Juli 2018, KPP Pratama Merauke 
telah mulai melakukan sosialisasi namun yang masih menjadi kendala yang 
dihadapi adalah pengawasannya, seperti alamat wajib pajak yang kurang jelas 
sehingga sering kali wajib pajak tersebut tidak ditemukan dilapangan dan bagi 
KPP sendiri terkendala pada sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat 
kurang sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kendala tersebut maka benar 
bahwa masih terdapat wajib pajak/pelaku UMKM yang belum mengetahui pasti 
dan belum paham atas penerapan PP 23 Tahun 2018 ini karena kurangnya 
informasi dan sosialisasi yang didapatkan. 
      Kepatuhan wajib pajak/pemilik UMKM dalam mematuhi kewajiban 
perpajakan mulai dari menghitung, melaporkan danmembayarkan pajak 
penghasilan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa beberapa usaha sudah 
melakukan kewajiban pajaknya sendiri mulai dari menghitung, melaporkan dan 
juga membayarkannya. Namun, lebih banyak pelaku UMKM belum 
melakukannya sendiri khususnya untuk kewajiban menghitung pajak. Hal ini 
dikarenakan pemilik usaha masih belum paham tentang bagaimana tata cara 
perhitungannya, dan kesibukan mereka, selain itu hal lainnya disebebkan oleh 
minimnya pengetahuan wajib pajak tentang system adminitrasi perpajakan yang 
berlaku saat ini seperti pembuatan kode billing. Kepatuhan wajib pajak 
tergambarkan saat ini hanya sebatas kepatuhan formal dimana hanya sebatas 
melaporkan kewajiban pajaknya sebaytas administrasi (pemenuhan kewajiban) 
namun secara materil belum adanya pengakuan dari wajib pajak tentang 
kesesuaian besarnya pajak yang dibayarkan dengan penghasilan yang diterima 
hal ini dikarenakan wajib pajak/pelalu UMKM sebagian besar belum memiliki 
pembukan yang tertip sehingga jumlah penghasilan hanya dihitung dari rata-
rata penghasilan perhari yang diterima. Praktek pemenuhan kewajiban perpajak 
dalam hal membayarkan Pajak Penghasilan (PPh), Pelaporan PPh sesuai 
ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah paling lambat tanggal 15 bulan 
berikutnya dengan menggunakan Suratkode billing maupun langsung melalui 
ATM. Setelah membuat kode billing, penyetoran pajak dapat dilakukan melalui 
Teller Bank/pos, ATM/EDC dan Internet Banking. Dengan Kode Akun Pajak 
411124 dan Kode Jenis Setoran 100. Peneliti mulai melakukan wawancara pada 
pelaku UMKM sebagai wajib pajak dengan tujuan dapat melihat tingkat 
ketepatan waktu pemilik UMKM dalam melakukan pembayaran pajak. Dari 
hasil wawancara oleh informan penelitian dan juga kepada salah satu pegawai 
pajak dapat diketahui bahwa beberapa usaha selalu membayarkan pajaknya 
tepat waktu. Namun masih banyak pula yang membayarkan pajaknya tidak 
tepat waktu atau membayar pajaknya per tahun yang seharusnya dilakukan per 
bulan. Ada pula yang masih terlambat membayarkan pajaknya karena lupa dan 
ada pula yang belum membayarkan pajaknya karena kesibukan. Tetapi 
diketahui bahwa walaupun masih terdapat penundaan pembayaran pajak, 
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      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan 
bahwa masih ditemukan wajib pajak atau pemilik UMKM yang baru mengetahui 
PP terbaru Nomor 23 Tahun 2018 dan baru menerapkan pada tahun 2019 ini 
padahal PP 23 mulai diterapkan Juli 2018, ini karena kurangnya informasi yang 
diterima/sosialisasi dari pihak KPP Pratama Merauke. Hasil penelitian ini juga 
menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak/pelaku UMKM hanya sebatas 
kepatuhan formal karena belum adanya pengetahuan/administrasi terkait 
pendapatan yang rill, selain itu diketahui bahwa terdapat wajib pajak atau 
pelaku UMKM yang belum mematuhi PP terbaru Nomor 23 Tahun 2018 karena 
ketidak pahaman wajib pajak atas ketentuan kewajiban pajak yang diterapkan 
dan juga kesibukan wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan pajak 
penghasilannya belum melakukan sendiri atau masih menggunakan pihak lain 
dalam melakukan perhitungannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak usahawan 
belum paham tentang tata cara perhitungannya karena kesibukan dalam 
menjalankan usahanya.  
      Dengan demikian, diharapkan KPP Pratama Merauke lebih meningkatkan 
sosialisasi dan informasi tentang PP terbaru Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib 
pajak agar kewajiban pajak mulai dari menghitung, melaporkan hingga 
membayarkannya lebih ditingkatkan kepatuhannya, sehingga self assessment 
system bisa diterapkan lebih baik lagi serta lebih ditingkatkan lagi peninjauan 
pada wajib pajak usahawan yang tempat usahanya susah dijangkau agar lebih 
terkontrol dalam melakukan kewajiban pajaknya, bila perlu SDM Sumber Daya 
Manusia ditingkatkan agar wajib pajak usahawan lebih banyak lagi di jangkau.  
      Bagi wajib pajak/pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Merauke bahwa 
Pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan dari 1% menjadi 0,5% 
yang seharusnya lebih mematuhi dan meningkatkan kesadaran sebagai wajib 
pajak yang baik dan mandiri, karena pada prinsipnya pajak bertujuan untuk 
memeuni kebutuhan dan kesejahteraan masyarat termasuk wajib pajak itu 
sendiri dan bagi peneliti selanjutnya agar lebih dikembangkan fokus 
penelitiannya seperti, kualitas pelayanan perpajakan, dan pengetahuan 
perpajakan pada wajib pajak serta terkait perilaku kepatuhan materil wajib pajak 
di KPP Pratama Merauke. 
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